BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang " bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130
ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
I Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II
Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor S50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
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Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023
Nomor 9, Tambahan Lemabaran Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PEMBERIAN  INSENTIF

DAN PEMANFAATAN

INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.

#

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesisir Selatan.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan

dengan peraturan Daerah.

6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
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7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan.

8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah
pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

11. Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut
Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai
penghargaan atas Kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan
pajak dan retribusi daerah.

12. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
adalah Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dan
Perangkat Daerah lain yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

13. Insentif pemungutan pajak dan insentif pemungutan retribusi yang
selanjutnya Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang,
barang, dan sebagainya yang diberikan kepada pegawai atas kinerja
yang dilakukan.

14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2
(1) Maksud Peraturan Bupati adalah untuk memberikan pedoman dalam
melaksanakan Pembayaran Penerimaan Insentif Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
(2) Tujuan Peraturan Bupati adalah agar Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan dan tata kelola
pemerintahan yang baik.

Pasal 3
(1) Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proprosional
dibayarkan kepada :
a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
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b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan
keuangan Daerah; dan
c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah.
(3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf ¢ dapat diberikan
dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

Pasal 4

(1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat
diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan
untuk meningkatkan:

a. kinerja Instansi;

b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
c. pendapatan Daerah; dan

d. pelayanan kepada masyarakat.

(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan
setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk
triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah
mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

(5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak
tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk
triwulan sebelumnya.

Pasal 5
Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Besarnya Insentif ditetapkan 5% (lima perseratus) dari rencana
penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran
berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
APBD tahun anggaran berkenaan.

(3) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)untuk
setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan
ketentuan:

a. di bawah Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6
(enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

b. Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp
2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling
tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
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c. di atas Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar
rupiah), sampai dengan Rp.7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima
ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan
tunjangan vang melekat; dan

d. di atas Rp.7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar
rupiah), paling tinggi 10(sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang
melekat.

(4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan
ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

(5) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7
Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) dan
besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang
dibayarkan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan/atau
Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6.

(2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja daerah yang diuraikan
berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan
Pajak serta rincian objek belanja Pajak.

(3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja daerah yang
diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif
pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 9
Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada
akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif
belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian
Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 10
Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan

Diundangkan di Painan

pada tanggal & September 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN,
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Ditetapkan di Painan
pada tanggal 4 Sepvrember 2024
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BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 NOMOR Q?a
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